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ABSTRAK

Keistimewaan lbu Kota Negara Nusantara, kembali menjadi
kajian serius dalam ketatanegaran Indonesia. Polemik terjadi, ketika
pemerintahan IKN bercorak otorita dipimpin oleh kepala otorita,
dimana kedudukannya setingkat kementerian, dipilih oleh Presiden
dan tidak ada DPRD yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Regulasi ini terdapat pada Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Pasal 5
ayat (3) dan (4) tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini bertujuan
Untuk mengetahui bagaimana penetapan kepala otorita IKN
berdasarkan ~ Undang-Undang a quo, serta untuk mengetahui
bagaimana analisis figh siyasah dusturiyah terhadap penetapan
kepala otorita menurut Undang-Undang a quo.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif,
dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tekhnik pengumpulan
data studi pustaka/library research.

Penelitian/ini menemukan bahwa, pertama, penetapan Kepala
Otorita Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang a quo, dengan
segala problematikanya, masih bisa dimungkinkan untuk dilaksanakan
berdasarkan  perundang-undangan terkait, serta teori’ desentralisasi
asimetrisy, Kedua; pengangkatan kepala -otorita”ini sejalan dengan
konsep ketatapegaraan..Islam yaitu pengangkatan.wali dalam teori
Figh Siyasah .

Kata Kunci : Ibu Kota Negara, Kepala Otorira, Figh Siyasah
Dusturiyah, Pemerintahan Daerah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan secara
keseluruhan isi penelitian ilmiah ini, terlebih dahulu akan
dijelaskan Istilah yang terkandung dalam judul. Judul skripsi ini
adalah “Analisis Figh Siyasah Terhadap Sistem Penetapan
Kepala Otorita Berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara”

Kata analisis dalam KBBI adalah penyelidikan terhadap
suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk
perkaranya, dan sebagainya).! Kemudian figh siyasah merupakan
salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan
dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi
mencapai kemaslahatan-bagi manusia itu sendiri. Dalam figh
siyasah vini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum
islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan
kehidupan. bernegara Man bermfasyarakat.” Jadi /Analisis Figh
Siyasah adalah penyelidikan'suatuperistiwa berdasarkan hukum
islam yang..membicarakan pengaturan  dan.spengurusan dalam
bernegara. ,

Sistem didalam”KBBI berarti susunan yang teratur dari
pandangan, teori, asas, dan sebagainya.® Penetapan kepala otorita
merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 5 ayat
3 kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala
Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang
berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan
diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.*
Jadi Sistem Penetapan Kepala Otorita adalah teori serta asas

! Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, 2008).

2 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenamedia Group, 2014)., 4.

® Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, 2008).

4 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 5 ayat 3.
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tentang pengangkatan kepala pemerintahan daerah khusus ibu
kota negara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk,
diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi
dengan DPR.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara secara general membahas tentang pemindahan ibu kota
negara baru, secara spesifik penetapan kepala otorita ini
termaktub dalam Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi “Dikecualikan
dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara
hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional”,
kemudian Pasal 5 ayat 4 “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk,
diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi
dengan DPR”.” Ibu kota negara berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU
No. 3 Tahun 2022 “lbu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia™.®

Berdasarkan pengertian istilah di atas .maka dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini mengkaji tentang Analisis, Figh
Siyasah Terhadap Sistem PenetapamKepala Otorita Berdasarkan
Undang-Undang. No 3 Tahun2022.

B. Latar Belakang

Figh siyasah, meliputi kajian tata negara islam yang
sangat komprehensif, dalam kajian ini fokus pada pengangkatan
dan penetapan kepala daerah ataupun dikenal dalam istilah
hukum positif di Indonesia dengan gubernur. Dalam politik
Khilafah Islam kekuasaan kepala daerah di bagi dalam dua
bagian ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus,
kekuasaan melalui jalan umum dibagi lagi menjadi jalan damai
dan melalui paksaan.’

® Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang lbu Kota Negara, Pasal 5 ayat 3 dan
4.

® Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 ayat 1.

7 Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan khilafah (Jakarta:
Qisthi press, 2014)., 59.
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Kepala daerah yang menguasai wilayah tertentu melalui
jalan damai mempunyai tugas tertentu dan wewenang yang
terbatas, cara pengangkatannya ialah seorang imam (khalifah)
menyerahkan kewenangan untuk menangani satu daerah atau
wilayah beserta penduduknya kepada seseorang yang diangkat
sebagai kepala daerah. Melihat tugas-tugasnya yang terbatas
maka dapat dikatakan bahwa kepala daerah memiliki wewenang
yang luas, tetapi dengan tugas terbatas.®

Kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui
paksaan, yang dimaksud kekuasaan kepala daerah atas wilayah
tertentu melalui paksaan ialah seorang kepala daerah menguasai
wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata
kemudian ia diangkat oleh imam (khalifah) untuk menjadi
penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk
mengelola serta menatanya. Dengan wewenang itulah, ia
memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelolah wilayah
serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin imam.
Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran
menuju keselamatan.’

Adapun kepala daerah yang bersifat khusus ialah kepala
daerah yang wewenangnya sebatas mengatur militer, memimpin
rakyat, dan melindungi wilayah daerah serta tempat umum. la
tidak memiliki kewenangan menangani kasus-kasus hukum dan
peradilan, menarik kharaj dan sedekah.'

Al-Qur’an tidak menjelaskan secara spesifik tata cara
pengangkatan kepala daerah/khalifah. Al-Qur’an memberi isyarat
bahwa siapa yang harus dipilih dan tidak dipilih, sebagaimana
dijelaskan dalam Firman Allah SWT surah Al-Maidah: 57.

® Ibid.
° 1bid, 60.
19 1hid, 65.
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“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu
jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang
yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang
musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-
orang beriman”.

Pengangkatan kepala daerah dalam hukum positif
Indonesia secara general dipilih melaui sistem pemiilihan umum,
termasuk  pemilihan Gubernur  tingkat Proviinsi  dan
bupati/walikota tingkat kabupaten/kota. Presiden Joko widodo di
periode ke-2..masa jabatannya berupaya untuk.memindahkan
pusat, pemerintahan yang semulanya di Jakarta ke provinsi
Kalimantan Timur, denganpistilah’dan sistem yang“baru yaitu
sistem-otorita dengan kepala otorita”sebagai-kepala_ daerahnya.
Selama menjadi--lbuKota Negara, Jakarta-tidak Saja menjadi
pusat pemerintahamptetapi juga menjadigpusat ekonomi, budaya
dan intelektual. Provinsi“Kalimantan yang akan menjadi cikal
bakal ibu kota negara ini nanti akan alih fungsi dengan Jakarta,
ide pemindahan ibu kota negara ini disambut baik oleh DPR
hanya fraksi PKS yang mengkritik keras sistem otorita ini.*!

Untuk memindahkan sebuah ibu kota negara harus sesuai
dengan mekanisme yang diatur UUD ataupun UU sedangkan
dalam regulasi yang sekarang tidak ada pasal yang mengatur
tentang dimana dan bagaimana mengatur ibu kota, oleh karena itu
pemerintah wajib menyiapkan landasan hukum yang terkait
dengan rencana pemindahan ibu kota negara dan menyiapkan

! pendapat fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang ibu kota negara, fraksi
PKS, 18 Januari 2022, https://fraksi.pks.id/2022/01/18/pendapat-fraksi-pks-dpr-ri-
terhadap-ruu-tentang-ibu-kota-negara/.
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persiapan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan
pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.*

Aktualisasi dan landasan hukum dari kebijakan
pemindahan ibu kota negara ini adalah dikeluarkannya Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimana
pemilihan kepala daerah pemerintahan Ibu Kota Nusantara
bercorak otorita kedudukannya setingkat kementerian dipilih oleh
presiden dan tidak ada DPRD yang mengawasi jalannya
pemerintahan Ibu kota negara tersebut, bertolak belakang dengan
sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, isu ini terdapat pada
Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dikecualikan dari satuan
pemerintahan daerah lainnya, di lbu Kota Nusantara hanya
diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional”*® dan Pasal 5
ayat (4) yang berbunyi “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk,
diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi
dengan DPR.™ Regulasi ini dinilai kontradiktif-dengan Undang-
undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4)”. Pemerintah daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki“DPRD yang
anggota-anggetanya “dipttih® melalui pemilihan_aumum, serta
Gubernur;=Bupati ‘dan Walikota masing-masifig sebagai kepala
pemerintahan_daerah,provinsi, kabupatemydan kota dipilih secara
demokratis”.*®

Alasan dibentuknya sistem Badan Otorita yang mana
dipimpin oleh kepala otorita ini karena pembangunan ibu kota
yang baru membutuhkan kelembagaan yang memiliki prinsip,
Satu Grand Design, Satu Organisasi, Satu jadwal Perencanaan
dan pelaksanaan, Transaksi Fleksibilitas. Sehingga dengan badan

12 Ridho Erfan Nugroho, Kisah Sukses Pemindahan Ibu Kota Negara (Sukoharijo:
CV Graha Printama Selaras, 2022)., 15.

18 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 5 Ayat 3

% Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Pasal 5 Ayat 4.

% Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 3 dan 4 Tentang Pemerintahan
Daerah



otorita ini bisa mencapai Ibu kota negara yang diperintahkan oleh
Undang-undang.®

Tentang penetapan sistem otorita di ibu kota negara.
Menurut pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin,
Margarito Kamis mengatakan “Ibu Kota Negara sebenarnya tidak
perlu dijadikan Otorita”. Menurutnya, pembentukan suatu daerah
menjadi Otorita jika ada tujuan ekonomi khusus, tidak ada alasan
konstitusional ibu kota negara itu dijadikan Otorita. Otorita itu
tidak ada di Undang-undang Dasar 1945 selain Margarito Kamis,
Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti juga mengomentari
perihal tidak adanya pengawasan dari DPRD di wilayah ibu kota
negara dia menilai bentuk otorita di ibu kota negara nanti
memungkinkan terjadinya "otoritarianisme” di tingkat lokal
karena hanya dikendalikan oleh eksekutif. Warga di ibu kota
negara harus punya representasi, jika tidak, regulasi yang dibuat
sudah melanggar konsep demokrasi yang sudah digariskan
konstitusi,*’

Undang-undang Dasar 1945 BAB VI Tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 18b ayat (1) memang mengakui
bahwa dibolehkan satuangpemerintah yang bersifat khusus atau
bersifatiistimewa sesuai/dengan Undang-undang. Saat/ini ada 4
daerah Istimewa yang. ada di Indonesia ProvinsizD¥Y, Provinsi
DKI Jakarta, Nanggro Aceh Darussalam. Papua dan Papua
Barat'. Kota-kota ini mefnang pufiya history dan filosofy dari
sebelum Indonesia merdeka sedangkan Papua dan Papua Barat
diberikan Otonomi Khusus (Otsus) karena di wilayah konflik,
sedangkan ibu kota negara tidak ada urgensi khusus untuk
menerapkan sistem penetapan kepala otorita.

Kendatipun status sistem penetapan kepala otorita ibu
kota negara kontroversial, tetapi dimungkinkan dalam konstitusi

16 Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu kota Negara., 27.

Ye<Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita di IKN Nusantara dikhawatirkan
melahirkan ‘kekuasaan yang sewenang-wenang,”” BBC News Indonesia, diakses 15
Juni 2022, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456.

8 Kompas Cyber Media, “Daerah-daerah Khusus dan Istimewa di Indonesia,”
KOMPAS.com, 15 Februari
2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/0115007 1/daerah-daerah-khusus-
dan-istimewa-di-indonesia.
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sebagai pemerintahan daerah khusus. Otorita ibu kota negara
dianggap tidak demokratis karena tidak menjelaskan secara
komprehensif tentang proses keterwakilan, pembuatan peraturan
daerah, dan konsep pemerintahannya.

Akan sangat menarik apabila kajian terkait sistem
penetapan kepala otorita ibu kota negara diwarnai juga oleh
konsep-konsep Islam dari kajian figh siyasah. Di samping itu, agar
hukum tata negara Indonesia mampu menyesuaikan dan membuka
diri menerima unsur-unsur luar yang penting, termasuk terkait
dengan penyerapan Hukum Tata Negara Islam melalui doktrin
figih siyasah. Dengan mempertimbangkan konsep kemaslahatan
yang menjadi acuan dalam legislasi hukum Islam. Semua
dilakukan untuk masyarakat demi tercapainya kemaslahatan
bersama. Konsep yang lebih banyak manfaatnya untuk
keberlangsungan pemerintahan dan negara harus dipilih demi
kebaikan semua pihak.

Dengan beberapa argumentasi_yang dielaborasi dengan
kuat maka. peneliti mencoba melakukan studi<analisis dengan
judul_Analisis Figh Siyasah Terhadap Sistem Penetapan Kepala
Otorita™ Berdasarkan Undang.undang -Nomor 3*Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara.

C. Fokus dan Subfokus,Penelitian
1. Fokus
Penelitian ini fokus pada pasal yang berkaitan dengan
penetapan kepala otorita di ibu kota negara yang di tetapkan
oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022. Kemudian pasal
yang terkait di analisis menggunakan teori hukum islam yaitu
figh siyasah dan hukum pemerintahan daerah.
2. Sub Fokus
a. Penetapan kepala otorita mendapatkan kritik keras dari
fraksi seperti PKS, karena dianggap bertentangan dengan
sistem demokrasi di indonesia.
b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3)
Kontradiktif dengan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (3) dan (4).



¢. Undang-undang Dasar 1945 BAB VI Tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) mengakui bahwa
dibolehkan satuan pemerintah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa sesuai dengan Undang-undang.

d. Status kepala otorita ibu kota negara kontroversial, tetapi
dimungkinkan dalam konstitusi sebagai pemerintahan
daerah khusus.

e. Dalam figh siyasah gubernur dipilih langsung oleh khalifah
dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan Al-Quran,
Hadits dan Ijma Ulama. Kemudian kepala daerahnya
dibagi menjadi 2 yaitu, umum dan khusus

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan Fokus penelitian yang
dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Apakah sistem penetapan kepala otorita berdasarkan Undang-
Undang:Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara selaras
dengan peraturan hukun di Indonesia?

2. Bagaimana analisis /fighm siyasah dusturiyah™ terhadap
penetapan kepala otorita“menurut“Undang-undangdNomor. 3
Tahun20222

E. Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian mengenai analisis Figh
siyasah terhadap sistem penetapan kepala otorita berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan kepala otorita ibu
kota negara berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui bagaimana  analisis  figh siyasah
dusturiyyah terhadap penetapan kepala otorita menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara.



F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang
berjudul pemindahan ibu kota negara republik Indonesia
perspektif figh siyasah adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk
penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan
pengetahuan di bidang politik, hukum, dan keislaman
mengenai sistem penetapan kepala otorita di ibu kota negara.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat secara praktis kepada semua pihak yang terkait dalam
penelitian ini, diantaranya:

1. Sebagai referensi untuk Presiden Republik Indonesia yang
memiliki wewenang dalam mengambil keputusan agar
sistem otorita di ibu kota negara ini tidak merusak
demokrasi-.yang sudah dibangun sehingga kebijakan-
kebijakan yang dibuat hanya<untuk kemaslahatan ummat
sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar
NKRI Tahun 1945 'yandg \berbunyi ‘kedaulatan berada
ditangan. rakyat dan" dilaksanakanberdasarkan Undang-
Undang>

2. Sebagaigmasukan kepada civitaShakademika Universitas
Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung khususnya
program studi Hukum Tata Negara (Sivasah syar’iyyah)
agar terlibat aktif memberikan masukan terhadap
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga
negara.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan
referensi dalam bidang politik dan pemerintahan bagi
mahasiswa/i hukum tata negara.

4. Penelitian ini secara pribadi menjadi salah satu bentuk
implementasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh
peneliti.

5. Penelitian ini secara pribadi menjadi salah satu bentuk
implementasi ilmu yang diperoleh peneliti selama
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mengikuti program sarjana di Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti telah
berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah
baik dalam bentuk buku, jurnal, dan sebagainya yang memiliki
relevansi dengan penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang
didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara
Republik Indonesia Dalam Perspektif Figh Siyasah™. Oleh Abdul
Jabbar Ridha fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020/1442 H. Skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui perspektif Figh Siyasah dalam aspek
maslahat terhadap pengambilan keputusan pemindahan lbu Kota
Negara  Republik  Indonesia ~ dan  faktor-faktor  yang
melatarbelakanginya.™

Kedua “Pemindahan lbu Kota Indonesia dan Kekuasaan
Presiden Dalam Perspektif Hukum Konstitusi”./Oleh Fikri, Hadi
dan |Ristawati. Rosa pada jurnaly konstitusi .volume 17 isu 3, 11
oktober 2020. Penelitian ini"fmembahasimengenai konsep ibu kota
di Indonestanbaik dengan membandingkan-diluat.n€geri maupun
membahas dalam _perspektif sejarah konstitusi di Indonesia.
Penelitian ini juga membahas mengenal kewenangan presiden
dalam melakukan pemindahan dan penetapan ibu kota.”

Ketiga “Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem
Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Undang-
undang Dasar 1945”. Oleh Triwulan Tutik pada jurnal hukum dan
pembangunan tahun ke-41 No. 1 Januari-Maret 2011 jurnal ini
membahas bahwa polemik keistimewaan Yogyakarta kembali
menjadi wacana serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

% Abdul Jabbar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik
Indonesia Dalam Perspektif Figh Siyasah”.

2 Pikri Hadi dan Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan
Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 17, no. 3 (10
November 2020): 530-57, https://doi.org/10.31078/jk1734.
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Pertanyaan muncul ketika eksistensi “sistem pemerintahan DIY
yang bercorak monarkhi dewasa ini dianggap kurang sesuai
dengan “sistem demokrasi”. permasalahan ini muncul, ketika
orang nomor satu di Indonesia Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), salah satu penjelasannya dalam sidang kabinet
bidang politik, hukum dan keamanan tanggal 26 November 2010
mengeluarkan statemen bahwa sistem monarkhi (yang berlaku di
DIY) dianggap sudah kurang sesuai lagi dengan semangat
demokrasi yang kini sedang dilaksanakan di Indonesia.?

Judul Penelitian pada proposal ini lebih spesifik pada
sistem penetapan otorita yang diatur dalam Pasal 5 ayat 3 dan 4
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022, yang mana Undang-
undang ini menjadi polemik dan tentu menarik untuk dijadikan
objek penelitian. Proposal ini juga dibuat sebagai bentuk kritis
terhadap kebijakan pemerintahan agar aturan yang dibuat sesuai
dengan yang diamanatkan konstitusi dan dasar negara pancasila.

H. Metode Penelitian
Untuk membantu memudahkan “dalam__penyusunan
skripst™ ini,, maka disusun metode penelitan sebagal petunjuk
dalam,mengarahkan penelitian skripsi inigzatau dergan kata lain
sebagal cara-dalam-mencari data_yang-akaf digunakan untuk
memecahkan suattsmasalah dalam-skripSinini, antara lain sebagai

berikut:

1. Jenis penelitian
Dari jenis penelitian yang ada peneliti memilih
metode kualitatif (qualitative research) dengan jenis
penelitian hukum normatif (normatif law research), Istilah
penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris,
normatif legal research, dan Bahasa Belanda yaitu normatif
juridish onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian
hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau

2L Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala
Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945,” Jurnal hukum dan pembangunan
tahun ke-41 no 1 januari-februari 2010.
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penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America
disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal
dalam disiplin ilmu hukum.*

Penelitian Normatif adalah proses penelitian untuk
meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan,
asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan
kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum
yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas,
penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni
menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan
Perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan,
kontrak atau perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum,
teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.*

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute'/Aproach)
Suatu penelitian  normatif ‘tentulah _harus
menggunakan pendekatan gperundang-undangan karena
yang akan diteliti“adalahi“berbagai aturan hukum yang
menjadi_ fokus_ dan merupakan--tema.«séntral suatu
penelitian. _PRenting - diperhatikan_.bahwa dalam suatu
penelitian normatif yang mesti'menggunakan pendekatan
perundang-undangan  (statue  approach), hierarki
perundang-undangan haruslah mendominasi jenis dan
hierarki ~ Peraturan  Perundang-undangan  Republik
Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.%
b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)
Kata konsep dari bahasa Inggris:concept,
Latin:conceptus dari concipere yang berarti memahami,

22 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press,

2020)., 56..

23 R
Ibid.
2 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Merode Penelitian Hukum Normatif &

Empiris (Jakarta: Kencana, 2018)., 134-135.
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menerima, menangkap, yang merupakan gabungan dari
con (bersama) dan capere (menangkap,menjinakkan).
Konsep memiliki banyak pengertian. Konsep dalam
pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang
mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi,
yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal
yang diabtraksikan dari hal-hal partikular.?®
c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Setiap peraturan perundangan memiliki latar
belakang sejarahnya sendiri. dengan mengetahui latar
belakang sejarah dibuatnya aturan perundang-undangan
tersebut, maka catur wangsa peradilan akan memiliki
interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum
yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan
dimaksud. Menurut perspektif sejarah, ada dua macam
penafsiran terhadap aturan perundang-undangan, yaitu:
pertama, . penafsiran -menurut <sejarah hukum(rechts
historische) dan kedua, penafsiran.-menurut sejarah
penetapan  peraturan  perundang-undangand (wets
historische intefpretafie)

d.», Sumber Data
Data yang digunakan-dalam=penelitian ini dapat
dikategerikan,sebagai berikut:
1. Sumber Hukum Primer
Sumber hukum primer yaitu, bahan hukum
yang terdiri atas peraturan perundang-undangan,
risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen
resmi Negara.”’
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 ayat 3

dan 4, Pasal 18B ayat 1.

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang

Ibu Kota Negara terutama Pasal 5 ayat 3 dan 4.

% |bid., 135.
% |bid., 143-144.
27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum.hal., 59.
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c) Naskah Akademis Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022.
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Otonomi Daerah.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum
yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang
berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan
para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum,
kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara
dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan
pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau
fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan
hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat
kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat
dengan peristiwa tersebut agar komentar yang
diberikan menjadi objektif.”®

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder
yang digunakan adalah skripsi, tesis, jurnal/artikel,
buku dan lain-lains Sebagaimana termaktub dalam
pain G penelitian ini yakni Tinjauan (Review) Kajian
JTerdahulu. Selain itu peneliti jugasmenggunakan
kamusensiklopedi hukum,__berita, kasus-kasus
hukum yang_pernah terjadi sebelumnya, sehingga
penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka
yang relevan dan memumpuni.
Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan Studi pustaka
(library research) yaitu mencari bahan-bahan kajian
di  perpustakaan untuk  menunjukkan jalan
pemecahan permasalahan penelitian. Teknik ini
dilakukan dengan cara mempelajari buku atau bahan
bacaan lainnya yang berhubungan atau terkait

2 hid., 60.
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dengan judul, penelitian ini guna untuk mendapatkan
petunjuk yang mendukung penelitian.

Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi
lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum masuk bab
pertama akan didahului dengan: halaman judul, abstrak,
pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto,
persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, pedoman transliterasi
kemudian daftar isi, ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa
skripsi yang dibuat telah disetujui oleh pihak universitas dan dosen
pembimbing peneliti.

Pada bab pertama atau pendahuluan terdiri dari beberapa
sub bab, ini dibuat untuk memberikan gambaran awal tentang
topik yang diteliti oleh penulis, latar belakang kenapa penulis
mengangkat isu perihal penetapan kepala otorita, rumusan
masalah dari objek kajian penelitian, dan‘untuk menjelaskan juga
tujuan, ‘manfaat, kajian relevan serta metodepenelitian yang
digunakan.

Pada bab. keduahlandasan teori, ini memuat tentang
pembahasan teori yang digunakan “penulis  untuk menyelidiki
objek peneélitian, Yyaitu teori-teori hukum=yang berkaitan dan
relevan sebagailupaya untuk _mengetahui informasi yang
sebenarnya dari isu yang penulis angkat.

Pada bab tiga deskripsi objek penelitian bab ini membahas
informasi secara komperhensif tentang Undang Undang Nomor 3
tahun 2022 terutama pasal 5 ayat 3 dan 4.

Bab empat analisis isi agar didapat kesimpulan apakah
penetapan kepala otorita ibu kota nusantara bertentangan dengan
sitem pemerintahan daerah dan untuk mengetahui sudut pandang
kajian islam yaitu figh siyasah terhadap Undang-undang Nomor 3
Tahun 2022.

Bab lima berisi tentang penutup sebagai penjelas dari
materi yang telah dibahas, serta rekomendasi bagi pihak yang
memerlukan.






BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya
tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam
penelitian ini dan menganalisa data-data yang diperoleh melalui
study pustaka atau library research, maka pada bab ini dapat
ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya. Adapaun kesimpulannya sebagai
berikut:

Pertama, Penetapan Kepala Otorita Ibu Kota Negara
berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3)
dan (4) bahwa hanya ada satu pemilihan umum di IKN Nusantara
serta kepala otorita diangkat, ditunjuk dan diberhentikan oleh
presiden. Segala kontroversi pasal 5 ayat (3) dan (4) UU a quo
yang tidak sejalan dengan sistem pemerintahan daerah pada
umunmnya di Indonesia ‘masih bisa dimungkinkan untuk
dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan terkait serta teori
desentralisasi asimetrisyperihal demokratis atau tidak sebenarnya
sudah ada . preseden wseperti: yogyakarta® yang4 wilayahnya
berdasarkan keturunan sultan. Di samping itupahwa UU a quo
sudah disahkan dan diujikan di_Mahkamah Konstitusi berkali-kali
dan putusannya ditolak.’ini menyatakan bahwa secara hukum UU
a quo tidak bertentangan dengan UUD.

Analisis figh siyasah terhadap penetapan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah
selaras dengan sistem pengangkatan kepala daerah pada era
Rasulullah dan para sahabat kemudian didukung oleh pendapat
Imam al Mawardi dalam kitab Ahkam Sulthaniyah bahwa kepala
daerah ditunjuk oleh Imam/Khalifa berdasarkan ketentuan
ketentuan yang jelas.

59
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Adapun Kketentuan syarat Kepala Daerah yang juga
merupakan syarat seorang khalifah ( Kepemimpinan) ada
tujuh.*®

1. Adil

2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu
berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.

3. Memiliki pancaindra yang sehat. Baik telinga, mata,
maupun mulut sehingga ia dapa secara langsung
menangani persoalan yang diketahuinya.

4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari
cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan
tugas dengan baik dan cepat.

5. Memiliki gagasan yang membuatnta mampu
memimpin  rakyat dan  mengurusi  berbagai
kepentingan.

6. Memiliki  keberanian _dan sifat kesatriayang
membuatnya mapu. melindungi negara dan melawan
musuh.

7= Memiliki nasab dari silsilah suku quraisy, berdasarkan
nash dan ijma/ (dikecualitkan dari pemilihan kepala
daerah).

B. Rekomendasi ,

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk
penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan
pengetahuan di bidang politik, hukum, dan keislaman mengenai
sistem penetapan kepala otorita di ibu kota negara. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
praktis kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini,
diantaranya:

1. Sebagai referensi untuk Presiden Republik Indonesia
yang memiliki wewenang dalam mengambil
keputusan agar sistem otorita di ibu kota negara ini
tidak merusak demokrasi yang sudah dibangun
sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya

105 1hid., 11.
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untuk kemaslahatan ummat sebagaimana bunyi pasal
1 ayat 2 Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945
yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang”.

Sebagai masukan kepada civitas akademika
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
khususnya program studi Hukum Tata Negara
(Siyasah syar’iyyah) agar terlibat aktif memberikan
masukan  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang
dikeluarkan oleh lembaga negara.

. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
bahan referensi dalam bidang politik dan
pemerintahan bagi mahasiswa/i hukum tata negara.

. Penelitian ini secara pribadi menjadi salah satu bentuk
implementasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh
peneliti. Selama mengikuti . program sarjana di
Universitas  Islam- Negeri (UIN) Raden Intan
Lampung.
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